
BUPATI NGANJUK 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 19 TAHUN 2021 .
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan dalam 
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nganjuk, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggeiran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nganjuk dengan Peraturan Bupati;

: 1. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lemb^an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahuh 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuaingan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Keija dein Jaminan Kematian Bagi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan 
Lembarein Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen^araan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);

2005 tentang

12 Tahun 2017 tentang
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17 Tahun 2018 tentang23. Peraturan Pemerintah Nomor
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
25. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional;
27. Peratur^ Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang 

Keija Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri 
Sipil;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang 

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah 

dengan 

178/PMK.05/2018;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang 

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang 

Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan 

dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

NomorMenteri KeuanganPeraturan
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2010 Nomor 01) sebagaiman^ telah diubah dengan 
Peraturan Daeraih Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 

Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2018 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 

Nomor 7);
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NGANJUK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nganjuk 
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk diubah 

sebagai berikut:
1. Ketentuan Lampiran I BAB II huruf J angka 1 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut;
1. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan 

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD 
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk 
pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi 
daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk 

pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
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2. Lampiran I BAB II huruf L angka 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:
3. Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. setiap pengeluaran hams mengacu pada DPA-SKPD dan 
Standar Harga (Standar Satuan Harga, Harga Satuan 
Pokok Kegiatan, Analisa Standar Biaya, dan Standar 
Biaya Umum);

b. peijalanan dinas luar daerah bagi ASN dan non ASN 
dapat diberikan uang harian sesuai standar harga;

c. peijalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan non ASN 
yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan 
bantuan uang transport sebesar Rp75.000,00 (tujuh 
puluh lima ribu mpiah);

d. peijalanan dinas dalam daerah bagi ASN dan non ASN 
yang lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang 
harian sebesar RplOO.000,00 (seratus ribu mpiah);

e. peijalanan dinas luar daerah (Jombang, Kediri, Kota 
Kediri, Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Bojonegoro dan 
Tulungagung) bagi ASN dapat diberikan uang harian 
sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
mpiah);

f. peijalanan dinas luar daerah (Jombang, Kediri, Kota 
Kediri, Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Bojonegoro dan 
Tulungagung) bagi non ASN dapat diberikan uang 
harian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu mpiah); 
uang lembur diberikan untuk menyelesaikan pekeijaan 
yang sifatnya sangat mendesak yang tidak dapat 
diselesaikan pada waktu jam keija berdasarkan surat 
perintah dari pejabat yang berwenang;

h. pada hari libur/minggu tarif uang lembur dihitung 
200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari keija;

i. Surat Perintah Keija Lembur untuk staf Perangkat 
Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, 
sedangkan untuk Kepala Perangkat Daerah 
ditandatangani oleh dirinya atas nama atasan 
langsungnya;

j. makan minum lembur dipemntukkan bagi semua 
golongan dan diberikan setelah bekeija lembur 
sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara bertumt-tumt;

k. besaran satuan biaya uang lembur dan makan minum 
lembur untuk Golongan IV 
mempertimbangkan Pajak Penghasilan;

l. untuk satuan biaya uang lembur dan makan minum 
lembur Pegawai Tidak Tetap disetarakan dengan 
Golongan I;

m. Standar Harga mempakan batas tertinggi dalam 
perencanaan anggaran sedangkan realisasi belanja 
menyesuaikan dengan harga riil dipasaran;

n. setiap pengeluaran hams didukung bukti yang lengkap 
dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- 
undangan yang berlaku mengenai hak yang diperoleh 
oleh pihak yang menagih;

>■
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dan III sudah
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o. pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD 
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan 

dalam lembaran daerah;
p. pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada humf o 

tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau 
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

q. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang 

diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang 

tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

r. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari 
PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi;

s. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas 
pembayaran yang dilaksanakannya;

t. untuk keperluan pembayaran kegiatan sehari-hari, dan
untuk menghindari teijadi risiko yang tidak diinginkan 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu diizinkan untuk menyediakan uang tunai 
setinggi-tingginya sebesar RplO.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah) dan apabila melebihi batas yang ditetapkan, 
hams memperoleh izin dari Kepala SKPD selaku PA, dan 
dilengkapi dengan berita acara yang memuat dasar 
pertimbangan penggunaan;

u. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) 
dan pajak lainnya wajib menyetorkan selumh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 

Rekening Kas Umum Negara;
V. atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD 

dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya 
kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD;

w. dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat 
melakukan pembayaran secara sekaligus langsung 
kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian 
uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK;

X. pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia 
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, 
dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat 
persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota 
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK;
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y. pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan 
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari 

Bendahara Pengeluaran / Bendahararekening
Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK; 

z. dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi 
pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan 
uang panjar dimaksud kepada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui

rekening
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika 
uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 
belanja,
Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya 
kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK; 

aa. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas 
penggunaan uang panjar yang diterirna dari Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

bb. pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dari UP

tidak boleh melebihi

Bendaharatransfer ke

Pengeluaran / BendaharaBendahara

kepada pihak ketiga 
Rp50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan 

cc. bukti transaksi yang sah dan lengkap dengan jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum SPM-GU 
diajukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguhdangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 21 Juli 2022 

Pit. BUPATI NGANJUK,

■f,

ttd.
Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 21 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN. M.Si.
Pembina Utama Madya 
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 17

sesuai dengan aslinya 
\EPkbA BAGIAN HUKUM

-I
b. I.H.. M.Si.sut:

Pembina
NIP. 196805 1 199202 1 001


